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Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan kelembagaan 
penerima manfaat program dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
kepada Lembaga Koperasi sebagai inovasi transformasi 
kelembagaan nelayan dalam implementasi program pemberdayaan 
nelayan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
Karangantu Kota Serang, sejalan dengan berakhirnya periode 
Millenium Development Goals dan dimulainya periode Sustainable 
Development Goals hingga 2030. Perubahan tersebut diperoleh 
berdasarkan hasil evaluasi yang menurut Charles O. Jones (1984) 
adalah menjadi bagian dalam langkah sistematik dan menjadi bagian 
penting dari tahap awal evaluasi program, yang dipakai untuk 
menilai manfaat kebijakan.Desain dalam penelitian ini, 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi 
kasus yang memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari 
berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan, 
meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai 
fenomena realitas sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwaberalihnya penerima manfaat program yang dulunya 
beroperasi individu kemudian dikelompokkan menjadi sebuah 
kelompok kerjasama dan akhirnya sekarang berkoperasi, 
berbadan usaha agar dapat lebih memberikan nilai tambah dan 
manfaat bagi nelayan. Maksudnya bahwa pendapatan yang 
diterima nelayan melalui usaha koperasi dapat dimanfaatkan 
sebagai tata kelola aset, tata kelola pendapatan dan tata kelola 








Kenyataan bahwa Indonesia merupakan 
Negara Kepulauan yang memiliki lebih dari 
13.000 buah pulau besar dan kecil, yang 
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keseluruhannya seluas 5.193.250 Km2 termasuk 
3.166.163 Km2 wilayah lautnya (SANKRI, 
2006), dan dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan nasional berdasarkan wawasan 
nusantara (Kusumaatmaja, 1958), pengelolaan 
sumber daya ikan perlu dilakukan berdasarkan 
keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya 
dengan mengutamakan kesempatan kerja dan 
peningkatan taraf hidup nelayan, serta terbinanya 
kelestarian sumber daya ikan, dan atau pihak-
pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, 
dan lingkungannya. Sebagai negara maritim yang 
berbasis kepulauan dan sektor kelautan dan 
perikanan merupakan salah satu prioritas 
pemerintah dalam kebijakan pembangunan 
nasional. 
Pemberdayaan masyarakat di bidang 
kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam 
payung Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan 
(PNPM Mandiri KP) dibawah koordinasi Menteri 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
(Menkokesra) selaku Ketua Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (Keputusan Nomor: 
25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007) Tentang 
Pedoman Umum Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Selain itu 
terdapat pula Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia (Nomor 
KEP.39/MEN/2010) tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan 
Tahun 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal 
Perikanan Tangkap (Nomor Kep.15/DJ-PT/2011) 
Tentang Pedoman Teknis Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam 
Rangka Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina 
Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 
2011. 
Masalah kemiskinan nelayan merupakan 
masalah yang bersifat multidimensi sehingga 
untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang 
menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial 
(Suharto, 2005).Oleh karena itu, harus diketahui 
akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya 
kemiskinan pada nelayan.Terdapat beberapa 
aspek yang menyebabkan terpeliharanya 
kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran 
pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang 
tidak memihak masyarakat miskin, banyak 
kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan 
bersifat top down dan selalu menjadikan 
masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi 
bergantung pada musim sangat berpengaruh pada 
tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang 
beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan 
musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang 
digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam 
menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman 
akan teknologi, menjadikan kualitas dan 
kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.  
Banten merupakan provinsi termuda 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000, yang secara geografis, 
Provinsi Banten mempunyai letak yang strategis 
bagi lalu lintas perdagangan, khususnya melalui 
lintas transportasi laut, karena terdapat pintu 
masuk dari Pulau Sumatera (Pelabuhan Merak) 
dan antar pulau lainnya (Pelabuhan Ciwandan, 
Karangantu, Bojonegara, dan Kronjo). Oleh 
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karenanya Pelabuhan berperan penting dalam 
kehidupan sosial ekonomi penduduknya. 
Karangantu adalah pelabuhan tertua yang 
ada di Banten, Karangantu yang berada di Banten 
lama pada abad ke 16 adalah pelabuhan teramai 
di nusantara 
(endartowi.blogspot.com).Karangantu terletak 
kira-kira 10 Km dari Pusat Kota Serang, 
merupakan salah satu wilayah yang ada di Desa 
Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, yang 
masyarakatnya multi etnik (Bugis, Sunda, Jawa, 
Indramayu, Brebes, Tegal, Cirebon, Serang, dan 
Panimbang Labuan) mayoritas 
bermatapencaharian sebagai Nelayan Tangkap. 
Dari 14 Rukun Warga yang ada di Desa Banten, 
7 (tujuh) Rukun Warganya berada di wilayah 
Karangantu yang terdiri dari 11 Kampung antara 
lain: Kampung Bugis, Kampung Demang, 
Kampung Mina Bakti, Kampung Sawah, 
Kampung Tanggul Indah, Kampung Skuater, 
Kampung Pekapuran, Gang Eceng/Karang 
Serang, Kampung Baru, Karang Mulya dan 
Karang Jaya, yang tergabung dalam 61 
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan 
Tangkap dari jumlah 2481 baik yang termasuk 
nelayan pemilik yaitu nelayan yang memiliki 
perahu maupun buruh yaitu nelayan yang ikut 
dengan perahu masyarakat lainnya, dan 54 
Pembina Nelayan/Juragan (Koperasi Genau 
Bahari Karangantu, 2012).Adapun jumlah 
nelayan yang sudah terdata di Dinas Pertanian 
Kota Serang sebanyak 2.318 orang di tahun 2011, 
2.481 orang di tahun 2012, sedangkan terdapat 
sebanyak 2.452 orang di tahun 2013. 
Penduduk Kecamatan Kasemen 
berjumlah 92.988 terdiri dari 48.229 Laki-laki 
dan 44.689 perempuan (Kota Serang dalam 
Angka, 2015).Dari total jumlah penduduk di 
Kecamatan Kasemen tersebut, 79.31 %nya 
sekitar 2000 (dua ribu) penduduknya adalah 
penduduk Karangantu yaitu nelayan dengan 
berbagai jenis kapal yang beroperasi sebanyak 
kurang lebih 350(tiga ratus lima puluh)an, yang 
pada tahun 2008 tergabung dalam 944 Rumah 
tangga perikanan (RTP) (Koperasi Genau Bahari 
Karangantu, 2012). Maka dapat diketahui bahwa 
hampir seluruh nelayan tersebut beraktivitas di 
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
Karangantu, yang pada tahun 2010 direncanakan 
menjadi wilayah pengembangan kawasan 
Minapolitan di Kota Serang. 
Penetapan Kota Serang sebagai lokasi 
pengembangan minapolitan telah ditetapkan oleh 
Menteri Kelautan dan Perikanan melalui 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
(Nomor KEP.32/MEN/2010) tentang Penetapan 
Kawasan Minapolitan dan Keputusan Walikota 
Serang (Nomor : 523/Kep.116-Org/2011) 
Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kota 
Serang. (Sumber: Master Plan Kawasan 
Minapolitan Kota Serang, 2011).Tentunya 
rencana pengembangan kawasan minapolitan 
tersebut, harus berdampak pada kesejahteraan 
nelayan tangkap Karangantu yang masih miskin 
dan sangat tergantung hidupnya pada juragan 
ikan/tengkulak. Menurut data BPS (Badan Pusat 
Statistik) dalam Kota Serang dalam Angka Tahun 
2012 diketahui Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di 
Kecamatan Kasemen adalah sebanyak 6.425, 
Keluarga Sejahtera I sebanyak 7.846, dan 4.269  
dan pada tahun 2014 diketahui Jumlah Keluarga 
Pra Sejahtera sebanyak 5.603, Keluarga Sejahtera 
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I sebanyak 5.729, dan 7.332 (paling banyak 
masyarakat miskinnya dari Kecamatan Serang, 
Kecamatan Taktakan, Kecamatan Walantaka, 
Kecamatan Cipocok, Kecamatan Curug yang 
masuk dalam wilayah Kota Serang).  
Permasalahan penelitian ini adalah 
terkait spesifikasi program yang dilihat dari 
substansi program, proses pelaksanaan program 
dan capaian tujuan program.Kebijakan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri Kelautan dan Perikanan yang sangat 
gencar dipopulerkan oleh pemerintah, memberi 
secercah harapan bagi masyarakat miskin, dalam 
hal ini adalah nelayan.Dari hasil pengamatan, 
monitoring dan evaluasi, menunjukkan bahwa 
kegiatan cenderung lebih berorientasi mengejar 
target capaian fasilitas fisik dan mengabaikan 
aspek proses pemberdayaan nelayan, sehingga 
proses pemberdayaan nelayan tangkap 
sebagaimana dalam dokumen, berjalan hanya 
untuk memenuhi prosedur ketika proyek 
berlangsung. Pemberdayaan yang selama ini 
dilakukan oleh pemerintah Kota Serang melalui 
dinas pertanian Kota Serang, yang melalui 
Peraturan Daerah Kota Serang nomor 5 tahun 
2014 tanggal 5 Agustus 2014 berubah nama dari 
Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian, 
Kelautan dan Perikanan adalah lebih kepada 
pembinaan administrasi Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) Perikanan Tangkap.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
salah seorang pejabat di lingkungan Dinas 
Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Serang 
dan berdasarkan hasil observasi diperoleh 
informasi bahwa pemberdayaan Nelayan 
Tangkap di Karangantu kurang 
mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang 
mendukung sehingga kurang memperoleh 
dukungan dari nelayan setempat. Kemudian 
berdasarkan wawancara dengan beberapa Ketua 
KUB, diketahui kurang mengakarnya 
kelembagaan KUB Nelayan karena masih 
dikelola secara tradisional.Beberapa 
permasalahan di atas muncul dari sisi 
kelembagaan nelayan sehingga memunculkan 
perlunya inovasi penerima manfaat program dari 
semula bantuan program pemberdayaan nelayan 
diberikan kepada kelembagaan KUB beralih ke 
Koperasi nelayan.Tentunya perlu dikaji lebih 
dalam apakah inovasi perubahan kelembagaan 
tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 
nelayan di lokasi penelitian atau tidak. 
KAJIAN TEORI 
 Berbagai kebijakan program 
pemberdayaan seiring berjalannya waktu 
mengalami perubahan tuntutan dan kebutuhan 
lingkungan stratejik dari berakhirnya era 
millennium development goals(2015) ke 
sustainable development goals(hingga 2030), 
demikian juga halnya yang terjadi pada Program 
Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota 
Serang.Kondisi tersebut memunculkan inisiatif 
pemerintah untuk dapat menciptakan inovasi 
penerima manfaat program, yang semula 
perorangan, kepada kelompok nelayan kemudian 
kepada Koperasi. 
 Inovasi diartikan sebagai pemahaman 
tentang kreasi baru yang memiliki pengaruh 
signifikan dalam perekonomian (OECD, 2001). 
Sejalan dengan definisi tadi dikemukakan 
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“Innovation is introduction of new things, ideas” 
(Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 2008: 223).  
Inovasi merupakan setiap ide atau 
pun gagasan baru yang belum pernah ada 
atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah 
inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan 
baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh 
sang inovator (orang yang membuat inovasi). 
Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang 
inovator melalui berbagai macam aksi atau 
pun penelitian yang terencana.Beberapa 
pengertian inovasi menurut para Ahli: 
1. Van de Ven, Andrew H. 
Menurut Van de Ven, Andrew H., 
pengertian inovasi adalah 
pengembangan dan implementasi 
gagasan-gagasan baru oleh orang 
dalam jangka waktu tertentu yang 
dilakukan dengan berbagai aktivitas 
transaksi di dalam tatanan organisasi 
tertentu. 
2. Everett M. Rogers 
Menurut Everett M. Rogers, inovasi 
merupakan sebuah ide, gagasan, ojek, 
dan praktik yang dilandasi dan 
diterima sebagai suatu hal yang baru 
oleh seseorang atau pun kelompok 
tertentu untuk diaplikasikan atau pun 
diadopsi. 
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 Tentang Hak Cipta 
Menurut Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002, pengertian inovasi 
adalah kegiatan penelitian, 
pengembangan, dan atau pun 
perekayasaan yang dilakukan dengan 
tujuan melakukan pengembangan 
penerapan praktis nilai dan konteks 
ilmu pengetahuan yang baru, atau pun 
cara baru untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 




cirinya/diakses tanggal 5 November 
2017. 
 Selanjutnya pengertian kelembagaan 
dikemukakan Rustiadi (dalam Septiningrum, 
2010): “Kelembagaan adalah Sekumpulan aturan 
main (rules of game) dan tata cara yang berperan 
dalam pengaturan dan pengalokasian sumber 
daya secara efisien dan 
berkelanjutan”.Sedangkan Pembangunan 
Lembaga(PL) atau Institusional Buildingmenurut 
Milton J. Esman didefinisikan sebagai 
perencanaan, penataan dan bimbingan untuk 
organisasi -organisasi baru atau yang disusun 
kembali untuk: a. mewujudkan perubahan-
perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, 
teknologi- teknologi fisik dan sosial; 
 b.menetapkan, mengembangkan dan membina 
hubungan -hubungan normatif dan pola- pola 
tindakan yang baru; c.membina jejaring atau 
kaitan-kaitan (linkages) untuk memperoleh 
dukungan dan kelengkapan dari lingkungannya. 
Sedang terciptanya kelembagaan (institutionally) 
adalah kondisi akhir yang diharapkan, atau 
sebagai variabel evaluatif untuk menilai 
keberhasilan pengembangan kelembagaan. Dari 
definisi tersebut jelaslah bahwa PL mestinya 
bukanlah penancapan teknologi sosial yang siap 
pakai, tetapi lebih menekankan pada proses 
belajar bersama masyarakat dan lingkungannya. 
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Pembangunan lembaga (PL) di atas, 
berdasarkan hasil evaluasi program 
pemberdayaan nelayan tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) KarangantuKota 
Serang pada dasarnya menurut Jones (1991:359) 
menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 3 tipe 
tujuan pelaksanaan evaluasi kebijakan yaitu : 
1) Political Evaluation (evaluasi 
untuk kepentingan politik). 
Kegiatan evaluasi kebijakan 
dilakukan untuk menjawab 
pertanyaan “apakah program yang 
akan dilaksanakan akan 
memberikan manfaat bagi seluruh 
negara. Apakah program yang 
akan dilaksanakan akan 
meningkatkan dukungan politik 
dalam kampanye ulang, apakah 
program yang akan dilakukan akan 
meningkatkan dukungan dari 
media. 
2) Organizational evaluation. 
Evaluasi untuk kepentingan 
organisasi. Evaluasi organisasi 
berangkat dari pertanyaan apakah 
program yang akan dilaksanakan 
akan mendapatkan dukungan dari 
lembaga-lembaga atau badan-
badan pelaksana yang ada. Apakah 
manfaat yang akan diterima oleh 
badan-badan pelaksana, akan lebih 
besar dibandingkan dengan biaya 
yang akan dikeluarkan. Apakah 
program yang akan dilaksanakan 
akan dapat memberikan perluasan 
terhadap badan-badan pelaksana. 
3) Substantive evaluation (evaluasi 
yang bersifat substantif atau nyata) 
evaluasi substantif adalah untuk 
melihat “apakah program 
mencapai tujuan sesuai dengan apa 
yang ditetapkan (dalam undang-
undang atau dalam bentuk 
spesifikasi tertentu). Apa bentuk 
dampak yang dihasilkan oleh 
program terhadap permasalahan. 
 
Berdasarkan perangkat evaluasi 
kebijakan yang dijelaskan tersebut, maka Jones 
(1984:4) selanjutnya menjelaskan bahwa evaluasi 
kebijakan dapat dipergunakan untuk dua 
kepentingan yaitu : 
1) Untuk menilai hal-hal yang terjadi pada 
seluruh proses kebijakan. Evaluasi 
kebijakan adalah tools untuk melihat 
kembali, kemudian mengantisipasi atau 
menilai semua kemajuan yang dapat 
dicapai oleh pemerintah kebijakan yang 
disusun dan kemudian 
diimplementasikan. 
2) Merupakan upaya yang sistematis, untuk 
menilai manfaat dari program-program 
pemerintah tertentu. Ini adalah upaya 
untuk mengidentifikasi metode-metode 
yang sistematis untuk menilai program-
program pemerintah seperti metode 
eksperimental, metode perbandingan, 
replikasi atau analisis biaya manfaat. 
  
 Dalam penelitian ini guna evaluasi 
Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di 
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
Karangantu Kota Serang, peneliti menggunakan 
teori yang dikemukakan Jones (1984: 199), yang 
langkah-langkahnya sangat penting guna 
menjawab sejumlah pertanyaan dasar tersebut, 
sehingga tujuan evaluasi tidak menyimpang dari 
sasaran. Adapun langkah-langkah sistematik 
yang dikemukakan Jones (1984: 199) meliputi 
beberapa kegiatan fungsional, yakni spesifikasi, 
penilaian, analisis dan rekomendasi.Spesifikasi, 
penilaian, analisis, dan rekomendasi merupakan 
kegiatan yang bersifat hierarki dalam evaluasi, 
artinya ada empat kegiatan yang harus 
dilakukan tidak dapat dipisahkan satu sama lain 
dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan 
secara berurutan. Sehubungan perubahan 
kelembagaan penerima manfaat program, maka 
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penulis lebih fokus pada kegiatanSpesifikasi, 
meliputi identifikasi tujuan atau kriteria yang 
program atau kebijakan tersebut akan dievaluasi 
(Jones, 1984:199). Ukuran atau kriteria ini 
yang dipakai untuk menilai manfaat program 
kebijakan. Dalam penelitian ini, spesifikasi 
yang dimaksud adalah: 1) Substansi kebijakan; 




Kondisi masyarakat pesisir atau 
masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada 
umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, 
seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial 
budaya, rendahnya sumberdaya manusia (SDM), 
dan lemahnya fungsi keberadaan Kelompok 
Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi 
masyarakat. Ciri-ciri tersebut yang oleh Kusnadi 
(2006:3-4) dikatakan: 
“Tiga kategori persoalan pembangunan 
masyarakat pesisir, yaitu (1) masalah 
sosial yang mencakup isu kemiskinan, 
kesenjangan sosial, dan konflik sosial 
nelayan; (2) masalah lingkungan yang 
mencakup isu kerusakan ekosistem 
pesisir-laut, pulau-pulau kecil, dan 
kelangkaan sumber daya perikanan; serta 
(3) masalah modal pembangunan yang 
mencakup isu pengelolaan potensi 
sumber daya yang belum optimal dan 
masalah kepunahan desa nelayan atau 
surutnya peranan ekonomi desa nelayan 
beserta tradisi maritimnya”.   
 
Seperti dikemukakan oleh Kusnadi di 
atas, lemahnya fungsi keberadaan KUB dan 
lemahnya kapasitas berorganisasi masyarakat 
adalah masih menjadi isu pendorong perlunya 
mendorong program-program pemberdayaan 
nelayan dari sisi kelembagaan di lokasi 
penelitian, yaitu di kawasan Minapolitan 
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
Karangantu Kota Serang.Selanjutnya hal yang 
perlu disampaikan adalah bahwa penelitian ini 
menggunakan pendekatan Kualitatif dengan studi 
kasus. 
Substansi Kebijakan 
Identifikasi tujuan, kriteria dan sasaran 
merupakan kegiatan yang penting dan merupakan 
landasan bagi tahap kegiatan evaluasi selanjutnya, 
bahkan akan menentukan penelitian evaluasi secara 
keseluruhan. 
Sebagaimana dikatakan Jones 
(1984:211):"The need for this stage is 
understandable given the dependant evaluation 
research on the identification of goals, criteria, and 
targets. It is thus whorth including here as 
reiteration of the significant of goal setting for 
triggering proper evaluation". 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan 
evaluator terkait identifikasi tujuan atau kriteria 
yang telah ditetapkan dalam spesifikasi 
program pemberdayaan nelayan tangkap 
diketahui bahwa evaluasi pengembangan 
usaha mina perdesaan (PUMP) berkaitan 
dengan dijadikannya Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (PPN)  Karangantu Kota Serang 
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sebagai Kawasan Minapolitan, sebagaimana 
wawancara berikut:1 
 “Pada tahun 2011 telah ditetapkan 
lima kawasan di Provinsi Banten 
menjadi kawasan Minapolitan sesuai 
dengan Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan nomor 39 tahun 2011 
tentang Penetapan Kawasan 
Minapolitan. Lima kawasan tersebut 
meliputi Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (PPN) Karangantu (Kota 
Serang), kawasan budidaya rumput 
laut Pontang (Kabupaten Serang), 
kawasan Budidaya dan kawasan 
pangkalan pendaratan ikan (PPI) 
Kronjo (Kabupaten Tangerang), 
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 
Labuan (Kabupaten Pandeglang), 
kawasan budidaya kerang Panimbang 
dan kawasan pangkalan pendaratan 
ikan (PPI) Binuangeun (Kabupaten 
Lebak)”.  
 
 Berdasarkan wawancara di atas, dapat 
diketahui bahwa program pemberdayaan 
nelayan tangkap di PPN Karangantu menjadi 
faktor pendukung kawasan Minapolitan di 
Kota Serang.  
 
                                                          
1Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan 
Wilayah Bappeda Kota Serang, Serang; Rabu, 6 
Januari 2016 
Gambar 1 
Salah satu sudut pemukiman 
nelayan di Kawasan PPN 
Karangantu  
 
Pengembangan kawasan Minapolitan 
merupakan salah satu program nasional Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-
RI) yang tertuang dalam Peraturan Menteri KKP-RI 
Nomor: 06/Men/2010 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia tahun 2010-2014. Konsep Minapolitan 
sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia Nomor 
PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan.Sedangkan 
landasan Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman 
Umum Minapolitan. 
Secara konseptual tujuan dan sasaran 
Minapolitan mempunyai 2 (dua) unsur utama, yaitu: 
1) Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor 
kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan 2) 
Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan 
dengan komoditas utama produk kelautan dan 
perikanan (KEPMEN Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 
tentang Pedoman Umum Minapolitan). 
Selanjutnya kawasan Minapolitan harus 
memenuhi karakteristik tertentu untuk menjadi suatu 
kawasan minapolitan. Adapun karakteristik kawasan 
Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum 
Minapolitan, adalah terdiri dari: 
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1. Terdiri dari sentra-sentra produksi dan 
perdagangan berbasis kelautan dan 
perikanan, mempunyai multiplier effect 
tinggi terhadap perekonomian di daerah 
sekitarnya; 
2. Mempunyai keanekaragaman kegiatan 
ekonomi, perdagangan, jasa, kesehatan, dan 
sosial yang saling mendukung; 
3. Mempunyai sarana dan prasarana memadai 
sebagai pendukung keanekaragaman 
aktivitas ekonomi sebagaimana layaknya 
sebuah “Kota”. 
Selain itu terdapat beberapa pertimbangan 
sebuah kawasan bisa menjadi kawasan Minapolitan. 
Adapun persyaratan lainnya berdasarkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman 
Umum Minapolitan meliputi: 
1. Kesesuaian dengan rencana strategis, 
rencana tata ruang wilayah (RTRW) 
dan/atau rencana zonasi pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
(RZWP3K) kabupaten/kota, serta 
rencana pengembangan investasi jangka 
menengah daerah (RPJMD) yang telah 
ditetapkan; 
2. Memiliki komoditas unggulan; 
3. Letak geografis strategis; 
4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan 
pemasaran; 
5. Tersedia fasilitas pendukung berupa 
pasar, permodalan, dan sebagainya; 
6. Kelayakan lingkungan; 
7. Komitmen daerah; 
8. Keberadaan lembaga pemerintah yang 
bertanggung jawab; 
9. Ketersediaan data dan informasi tentang 
kondisi dan potensi kawasan. 
Kota Serang sebagai salah satu Kawasan 
Minapolitan Banten yang berada di pusat Ibukota 
Provinsi, memberikan kemudahan terhadap akses 
dalam melakukan hubungan koordinasi khususnya 
dengan pemerintah provinsi sebagai wakil 
pemerintah pusat di daerah.Selain itu Kota Serang 
memiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
Karangantu yang merupakan satu-satunya pelabuhan 
dari 4 (empat) kawasan Minapolitan di Provinsi 
Banten yang zona intinya berada di pelabuhan yang 
statusnya sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara. 
Peningkatan status dari Pelabuhan Perikanan Pantai 
menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara pada tahun 
2010 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia Nomor: 
PER.29/MEN/2010, yang berarti meningkatnya 
kelas Pelabuhan sehingga meningkat pula pelayanan 
serta fasilitas yang diberikan. 
Kecamatan Kasemen merupakan salah satu 
wilayah bagian utara dari Kota Serang.Terdapat 2 
kelurahan dari 10 kelurahan di Kecamatan Kasemen 
yang berada di wilayah pesisir yaitu Kelurahan 
Banten dan Sawah Luhur.Kedua Kelurahan tersebut 
berbatasan langsung dengan wilayah laut, karenanya 
wilayah di kelurahan ini memiliki berbagai potensi 
yang dapat dikembangkan sehingga kemudian 
ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Kawasan 
Minapolitan di Kota Serang. 
Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam 
perencanaan pengembangan kawasan Minapolitan 
mengakibatkan juga perencanaan yang dibuat kurang 
melihat pada kebutuhan nelayan di Karangantu. Hal 
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tersebut juga berdampak pada kenyataan yang 
didapati peneliti bahwa program pemberdayaan 
hanya memenuhi target bahwa program 
sudahdilaksanakan, sementara aspek keberlanjutan 
diabaikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan 
evaluator, berikut:2 
“Pengembangan Usaha Mina Perdesaan 
(PUMP) merupakan program 
pemberdayaan nelayan, sebagai payungnya 
adalah Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan 
Perikanan. Mencapai target iya. PUMP 
adalah Program pemerintah pusat, daerah 
mengajukan saja. Anggaran PUMP 
sepertinya merupakan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) atau bersifat hibah, yang penting 
buat laporan. PUMP sudah ada sejak 2011 
sampai dengan 2015. Mekanismenya dinas 
yang mengusulkan, kemudian ada proses 
verifikasi, setelah itu menunggu jawaban 
dari pusat”. 
 
Hal tersebut sejalan dengan hasil 
wawancara dengan Ketua Kelompok Usaha 
Bersama Genau Bahari:3 
“Mencapai target itu mungkin dilihat dari 
kesesuaian jumlah Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) yang mendapatkan bantuan 
itu sesuai dengan yang diajukan oleh Dinas, 
beserta besaran nominalnya. Seharusnya ada 
pendampingan setelah diberikan bantuan, 
disamping personal, dibarengi budgeting 
dan prasarana, monitoring, kemudian 
dipantau, dibimbing.Yang terjadi sudah 
diberikan, kondusif, nyaman lalu ditinggal”. 
 
Berdasarkan wawancara di atas, dapat 
penulis analisis bahwa Program Pemberdayaan  
                                                          
2Wawancara dengan Kepala Seksi Sumberdaya 
Kelautan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan 
Kota Serang, Serang; Jum’at, 8 Januari 2016 
3 Wawancara dengan Ketua KUB Genau Bahari, 
Karangantu; Senin, 1 Februari 2016 
Nelayan yang dilakukan cenderung hanya mengejar 
target saja, penerima bantuan sudah ditetapkan 
berdasarkan usulan dari dinas dan hasil verifikasi 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap. 
 
Proses Pelaksanaan Kebijakan 
Proses pelaksanaan kebijakan, 
dalam hal ini evaluasi program memotret 
realitas proses pelaksanaan program 
pemberdayaan nelayan tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota 
Serang, yang mencakup identifikasi masalah 
serta kondisi dan aktor yang mendukung 
keberhasilan atau kegagalan program. Lester 
dan Stewart (2000: 126), Evaluasi ditujukan 
untuk melihat sebab-sebab yang telah 
dirumuskan dan dilaksanakan dapat 
menghasilkan dampak yang 
diinginkan.Agustino (2006: 175) juga 
mengemukakan bahwafokus kita yang utama, 
bahwa evaluasi kebijakan dalam 
hubungannya dengan usaha untuk 
melaksanakannya dan/atau memperbarui 
kebijakan.Sebagaimana akan kita lihat, 
kegiatan pengevaluasian dapat memulai 
proses kebijakan (problem, formulasinya, 
dan sebagainya) dalam rangka melanjutkan, 
merubah atau mengakhiri kebijakan yang 
ada. 
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Sehubungan dengan proses 
pelaksanaan program, didapati latar belakang 
alasan pemerintah pusat menetapkan 
pengembangan usaha mina pedesaan 
(PUMP) sebagai program pemberdayaan. 
Berdasarkan wawancara dengan evaluator 
diketahui bahwa PUMP adalah Program 
pemerintah pusat, daerah mengajukan saja, 
sebagaimana wawancara berikut:4 
“PUMP memang menjadi 
kebijakan penting. Dilaksanakan di 
Karangantu dari Tahun 2011-
2014.Program ini program dari 
pemerintah pusat (Kementerian 
Kelautan dan Perikanan).Kita 
tinggal menyiapkan calon-calon 
penerimanya. Sesuai juknis 
(=petunjuk teknis), yang 
menerimanya harus kelompok-
kelompok nelayan. Yang 
memverifikasi/seleksi dari tingkat 
Kabupaten/Kota, setelah itu 
dikirim ke pusat, finalnya ada di 
pusat”. 
 
Selanjutnya, Tim Evaluator juga 
mengemukakan:5 
“Prosesnya pertama buka rekening 
BRI dengan memasukkan saldo awal 
kemudian ditambah modal plus hasil 
usaha. Dari sana akan kelihatan 
saldonya. Bantuan PUMP, bentuknya 
hibah, pusat menginginkan laporan 
perkembangannya saja.Yang biasa 
mengumpulkan laporan Pak 
Encep.Pak Encep berkeliling 
mendatangi kelompok-kelompok 
nelayan”.(Wawancara dengan Tim 
                                                          
4Wawancara dengan Kepala Seksi Sumberdaya 
Kelautan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan 
Kota Serang, Serang; Jum’at, 8 Januari 2016 
5Wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan dan 
Perikanan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan 
Kota Serang, Serang; Selasa, 11 Januari 2016 
Evaluator Program, Serang; Jum’at, 
18 Maret 2016). 
 
Berdasarkan wawancara di atas, dapat 
penulis analisis bahwa penerima program 
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan 
(PUMP) adalah Kelompok-kelompok 
nelayan berdasarkan ketetapan dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Sementara Dinas Pertanian, Kelautan dan 
Perikanan Kota Serang hanya melakukan 
verifikasi saja dari Kelompok-Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) yang diajukan untuk 
mendapatkan bantuan.  
Berikut adalah nama-nama Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) yang menerima 
bantuan pada tahun 2012 berdasarkan 
laporan Tim Teknis Program Dinas Pertanian 
Kota Serang (2013): 1) KUB Bawal I; 2) 
KUB Bawal II, 3) KUB Nelayan Mandiri; 4) 
KUB Kembung; 5) KUB Mandiri Bersama; 
6) KUB Usaha Mandiri; 7) KUB Kakap, 8) 
KUB Sinar Laut; 9) KUB Sinar Bahagia; 10) 
KUB Genau Bahari; 11) KUB Mina Jaya; 
12) KUB Gemilang; 13) KUB Mina Mandiri; 
14) KUB Cahaya Banten; 15) KUB Jaya 
Bakti; 16) KUB Putra Bahari; 17) KUB Putra 
Pesisir; 18) KUB Sejahtera; 19) KUB 
Tunggal Pertiwi; dan 20) KUB Harapan 
Bahari.Sedangkan Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) yang mendapatkan bantuan pada 
tahun 2013 adalah berjumlah 8 (delapan) 
KUB berdasarkan laporan Tim Teknis 
Program (Dinas Pertanian Kota Serang, 
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2013), yaitu: 1) KUB Sembilang I; 2) KUB 
Hasil Laut; 3) KUB Rizki Samudra 2; 4) 
KUB Persaudaraan; 5) KUB Cahaya Bahari; 
6) Sederhana Bahari; 7) KUB Sinar 
Sejahtera; 8) KUB Sinar Sentosa. 
Berdasarkan data di atas, penulis 
mendapati data bahwa jumlah KUB yang 
menerima bantuan pada tahun 2013 lebih 
sedikit daripada penerima bantuan pada 
tahun 2012 adalah berdasarkan hasil 
verifikasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kota 
Serang yang dilanjutkan pada proses 
verifikasi dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia melalui 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.  
 
Gambar 3 
Keluarga Nelayan di sela-sela waktu luang 
melakukan aktivitas membenahi Jaring sesaat 
sebelum atau setelah melaut 
Memahami karakteristik masyarakat 
nelayan yang memandang bahwa kehidupan 
di laut lebih jelas dibandingkan dengan 
kehidupan di darat yang seringkali 
dihadapkan pada musim paceklik.Selama laut 
tidak dirusak, tidak tercemar, maka 
kehidupan biota laut terjamin kelestariannya 
dalam menjaga kelangsungan hidup nelayan. 
Ketidaksepakatan stigma bahwa nelayan 
disebut masyarakat miskin di kalangan 
nelayan Karangantu memberikan 
pemahaman kepada peneliti bahwa 
pandangan miskin dari banyak kalangan 
tentang kehidupan nelayan tidak sejalan 
dengan pandangan nelayan itu sendiri, karena 
di sisi lain mereka menolak untuk 
diidentikkan dengan kemiskinan, karena 
kehidupan laut yang mereka jalani secara 
turun temurun memiliki kebahagiaan 
tersendiri yang hanya masyarakat nelayan 
sendiri yang merasakannya. Hal tersebut 
sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang 
Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) di 
Karangantu, berikut:6 
Nelayan itu selalu diidentikan 
dengan kemiskinan, saya tidak 
sepakat.Pernah ada orang 
Bappenas (Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional) yang 
mengatakan bahwa tingkat 
kemiskinan 25% ada di pinggiran 
pantai.Menurut saya nelayan 
miskin manajemen saja, program 
pemerintah tidak menyentuh akar 
permasalahan nelayan itu 
sendiri.Orang tua saya juga 
nelayan, istilah paceklik itu adanya 
di darat, kalau di laut tidak ada. 
 
                                                          
6Wawancara dengan Ketua KUB Genau Bahari, 
Kampung Mina Bakti, Karangantu, Desa Banten, 
Kecamatan Kasemen Kota Serang, Senin 1 Februari 
2016. 
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Hal senada juga dikemukakan oleh 
Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
Sembilang 1, Kampung Karang Mulya, 
berikut:7 
Nelayan itu sebetulnya bukan 
kategori miskin, nelayan itu tidak 
miskin.Coba cek rumahnya, tidak 
ada rumahnya yang geribik, 
permanen semua. Kenapa 
pemerintah pusat mengatakan 
nelayan itu miskin?.Keenakan 
nelayan, ada program lagi, ajukan 
lagi, karena kategori stempelnya 
sudah miskin, padahal tidak seperti 
itu.Pemerintah juga tidak 
mengecek ke lapangan.Namanya 
juga hidup di laut, tidak akan enak, 
mana bisa enak. Miskinnya itu 
bodoh, kurang pintar mengelola 
uang. 
 
Berdasarkan wawancara dengan 
dua orang informan di atas, menurut analisa 
penulis bahwa predikat miskin yang 
disandang nelayan perlu dilihat dari berbagai 
perspektif karena itu akan menentukan 
mengapa banyak pihak, terutama dalam hal 
ini pemerintah cenderung melekatkan 
kategori miskin tersebut pada mata 
pencaharian nelayan, sebagaimana 
dikemukakan bahwa masalah kemiskinan 
nelayan umumnya dilihat dari sudut pandang 
alamiah, kultural, dan struktural.  
Kemiskinan alamiah timbul 
sebagai akibat kelangkaan sumber daya atau 
tingkat perkembangan teknologi yang sangat 
                                                          
7Wawancara dengan Ketua KUB Sembilang 1, 
Kampung Karang Mulya Desa Banten, Karangantu 
Kecamatan Kasemen Kota Serang; Kamis, 22 
September 2016. 
rendah.Termasuk di dalamnya adalah 
kemiskinan akibat jumlah penduduk yang 
meningkat pesat, sedangkan sumber daya 
relatif tetap (Harahap, 1997).Pandangan 
Kultural melihat kemiskinan dari segi 
budaya.Masyarakat dianggap miskin karena 
budaya mereka tidak mendukungnya keluar 
dari masalah kemiskinan. Oscar Lewis 
(1993) melukiskan bahwa pengikut 
kebudayaan kemiskinan memiliki sikap 
apatis, malas, konsumtif, dan tidak mampu 
merencanakan masa depan yang 
menyebabkan masyarakat itu menjadi 
miskin. Prasangka semacam itulah yang 
semacam ini banyak dituduhkan kepada 
komunitas nelayan.Puslitbang Ekonomi dan 
Pembangunan-LIPI (1999) telah menghitung 
waktu rata-rata nelayan melaut dalam 
setahun sebanyak 200 hari, yaitu seluruh hari 
yang memungkinkannya dapat melaut.Pada 
saat melaut, nelayan memanfaatkan waktu 
secara optimal untuk bekerja.Sebaliknya 
nelayan, biasanya tidak melaut saat terang 
bulan atau cuaca benar-benar sangat 
buruk.Apabila sedang tidak melaut, 
umumnya nelayan memanfaatkan waktu 
untuk memperbaiki peralatan yang rusak 
seperti jaring, mesin, atau perahu.Masyhuri 
(1996) dalam artikel berjudul Ekonomi 
Nelayan dan Kemiskinan Struktural 
menyimpulkan bahwa kemiskinan nelayan 
lebih disebabkan oleh struktur ekonomi 
nelayan dan bukan pada sumber daya yang 
terbatas.Kemiskinan pada masyarakat 
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nelayan terjadi karena dominasi pemanfaatan 
laut oleh sekelompok kecil pemodal kuat, 
penguasaan pasar oleh pedagang, dan 
terbatasnya kredit perbankan bagi 
nelayan.Penghasilan nelayan yang fluktuatif, 
tidak pasti, dan pola kerja yang cenderung 
spekulatif serta berisiko tinggi merupakan 
alasan perbankan “tidak berani” memberikan 
kredit untuk nelayan.Padahal tidak dapat 
dibantah bahwa penangkapan ikan 
merupakan usaha yang padat modal. 
Persoalan permodalan di kalangan 
nelayan di atas, memang memunculkan 
fenomena peran-peran yang dilakukan oleh 
pemodal-pemodal, yang diantaranya juga 
berperan ganda sebagai Pembina nelayan di 
komunitas nelayan, sebagaimana juga yang 
terjadi pada Nelayan di Karangantu, Kota 
Serang. Berdasarkan wawancara dengan 
salah seorang Nelayan Rajungan, berikut:8 
“Memang nelayan sangat 
tergantung pada pemodal, seumur-
umur terikat terus, sampai anak 
cucu. Kayak saudara saya, dari 
mulai anaknya kecil, sudah besar 
diambil lagi sama bosnya, 
dimodalin lagi. Terus mempunyai 
anak, mempunyai cucu, dimodalin 
lagi, susah. Pemerintah dulu 
mencanangkan harus masuk 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 
bapak sanggup tidak menjamin 
sama pembinanya? Kepada 
Penyuluh Teknis saya bilang 
begitu, tidak terkait hutang dengan 
itu. Pemerintah Kota Serang, 
                                                          
8Wawancara dengan Ketua KUB Sembilang 1, 
Kampung Karang Mulya Desa Banten, Karangantu 
Kecamatan Kasemen Kota Serang; Kamis, 22 
September 2016. 
berapa milyar yang akan bayar 
kepada bos-bosnya tidak akan 
sanggup. TPI akan ramai bila 
semua nelayan sudah bebas 
hutang. Susah karena Pemerintah 
Pusatnya tidak mau mengeluarkan 
anggaran. Mana TPI ibu lihat 
sendiri, biar dibangunnya kayak 
apa juga tidak akan jalan. Tiap 
perahu itu sudah ada yang 
menunggu, kalau bosnya belum 
ada juga tidak mungkin bongkar 
ikan itu..”. 
 
Setarikan nafas juga disampaikan 
oleh salah seorang anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang 
Daerah pemilihan Kecamatan Kasemen Kota 
Serang, berikut :9 
“Bila nelayan mengalami kesulitan 
modal, di Karangantu itu ada 
penerima barang, adik saya. 
Artinya memang dia yang 
membelikan keperluan nelayan, 
jaring termasuk alat tangkap juga 
dia belikan semua, tetapi dengan 
catatan dia harus masuk kesitu 
(=adik saya) hasil tangkapannya 
dengan harga pasaran. Jadi tidak 
diputus harganya sekian.Pesaing 
selain adik saya banyak, itu hukum 
alam. Kalau dia mau pindah 
ngelanggan dia ganti, kita belikan 
misalnya habis 10 juta rupiah, si 
nelayan itu ganti 10 juta rupiah, itu 
disiapkan oleh pemodal yang lain, 
berarti putus saja. Ada yang 
begitu, ada yang balik lagi.Kalau 
itu turun temurun dari orang tua 
saya.” 
 Berdasarkan wawancara di atas, dapat 
penulis analisis bahwa di kalangan masyarakat 
                                                          
9Wawancara dengan Wakil Ketua Komisi IV DPRD 
Kota Serang, Serang; Rabu, 26 Oktober 
2016 
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nelayan, hubungan nelayan dengan pembina atau 
pemodal merupakan hubungan patron-klien, 
sebagaimana dikemukakan berikut: 
Patron-klien merupakan tata 
hubungan yang memungkinkan 
terwujudnya institusi jaminan sosial 
ekonomi.Secara ekonomi, hubungan 
patron-klien menampakkan 
kecendrungan yang bersifat 
eksploitatif karena patron lebih 
banyak menguasai sumber daya 
sehingga mampu memaksimalkan 
keuntungan. Meskipun demikian, di 
kalangan masyarakat nelayan 
eksploitasi yang terjadi cenderung 
dianggap lebih baik karena mereka 
tidak memiliki alternatif lain dalam 
menghadapi permasalahan ekonomi 
(Nadjib, 2013: 17) 
Sejalan dengan pendapat di atas, menurut 
Legg (1983): 
Tata hubungan patron-klien umumnya 
berkenaan dengan (1) hubungan di 
antara pelaku yang menguasai sumber 
daya tidak sama; (2) hubungan 
bersifat khusus (particularistic), yaitu 
hubungan pribadi yang mengandung 
keakraban (affectivity); (3) hubungan 
yang didasarkan pada asas saling 
menguntungkan, saling memberi, dan 
saling menerima. 
Berdasarkan kedua pendapat di atas, 
dapat penulis ketahui bahwa pola patron klien 
yang seringkali terjadi pada masyarakat nelayan, 
dalam hal ini nelayan di Karangantu juga terjadi 
akibat penghasilan nelayan yang tidak pasti.Hasil 
melaut yang tidak pernah teratur memengaruhi 
fenomena sosial yang dominan terjadi pada 
masyarakat nelayan di lokasi 
penelitian.Fenomena terjalinnya hubungan sosial 
atas dasar hutang piutang dalam memenuhi 
kebutuhan hidup rutin, terutama kebutuhan saat 
mendapati kondisi kritis.Selain itu Hasil 
penelitian Mubyarto dkk.(1984), menunjukkan 
bahwa pola hubungan patron-klien telah 




Capaian Tujuan Kebijakan 
Aspek yang ketiga dalam spesifikasi,  
adalah capaian tujuan kebijakan. Capaian tujuan 
kebijakan ini berguna untuk memastikan apakah 
bantuan program benar-benar sampai ke tangan 
kelompok sasaran kebijakan atau justru terjadi 
penyimpangan. Sebagaimana hasil wawancara 
dengan evaluator, berikut:10 
Sasaran tepat. Hanya cara pengelolaannya 
belum maksimal. Terkendala juga dengan 
masalah waktu dan pengetahuan sumber 
daya manusia.Jadi tidak bisa 
mengembangkan usahanya dengan bantuan 
tersebut.Bantuan yang diberikan adalah 
berupa uang yang ditransfer ke rekening 
Kelompok Usaha Bersama (KUB), 
berdasarkan Rencana Usaha Bersama 
(RUB).” 
 
Sejalan dengan pendapat di atas, salah 
seorang nelayan penerima bantuan 
mengemukakan:11 
“Menurut saya, Program ini belum tepat 
sasaran, bahkan menghambur-
hamburkan anggaran saja. Formula 
pendistribusiannya mungkin terlalu 
canggih buat mereka (=Kementerian), 
tetapi sulit dilakukan nelayan. Hasil 
                                                          
10Wawancara dengan Kepala Seksi Sumberdaya 
Kelautan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 
Kota Serang, Serang; Kamis, 14 Januari 2016. 
11Wawancara dengan Ketua KUB Genau Bahari, 
Karangantu; Senin, 1 Februari 2016. 
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akhir tidak ada, sama seperti BLT 
(Bantuan Langsung Tunai). Bantuan 
sesuai Rencana Anggaran Belanja 
(RAB) untuk orang perorang (sendiri-
sendiri) yaitu anggota-anggota KUB ”. 
 
 Berdasarkan wawancara di atas, dapat 
penulis bahwa program pemberdayaan yang 
dilaksanakan ketika di evaluasi diketahui tidak tepat 
sasaran. Hal tersebut terjadi dikarenakan program  
kurang mengena pada kelompok sasaran, 
dikarenakan tidak berangkat dari kebutuhan real 
nelayan, namun sekedar memenuhi kewajiban 
seperti tertuang dalam dokumen pengajuan program.  
 Sementara itu salah satu Pejabat di 
lingkungan Kementerian Kelautan Republik 
Indonesia, mengenai capaian program 
mengemukakan:12 
 “Pengembangan Usaha Mina (PUM) mulai 
tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 
bentuknya tunai, satu Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) itu Bantuan Langsung 
Masyarakatnya (BLM) seratus juta rupiah, 
satu KUB rata-rata itu 10 orang anggotanya. 
Jadi kredit itu sampai ke masyarakat, dibeli 
oleh masyarakat, dilakukan oleh 
masyarakat, untuk kepentingan masyarakat 
sendiri-sendiri, polanya tadi dalam 
kelompok itu.Jadi pergulirannya sebetulnya 
itu bukan lagi kelompok ini menjadi 
kelompok itu, bukan, tetapi di dalam 
kelompok itu.Jadi ada revenue yang 
dijalankan. Terakhir di 2015 karena ada 
kebijakan baru pemerintah tidak boleh lagi 
ada dana seperti itu, jadi pengadaan alat-alat 
yang dibutuhkan oleh pusat”.  
Berdasarkan wawancara dengan di atas, 
penulis dapat menganalisis bahwa capaian program 
baru berupa diterimanya bantuan uang tunai ke 
                                                          
12Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat 
Pendanaan Nelayan, Direktorat Kenelayanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia, Jakarta; Jum’at, 19 Agustus 2016. 
penerima program sehingga kemudian dana tersebut 
bisa digulirkan di dalam kelompok tersebut untuk 
merealisasikan rencana usaha bersama yang telah 
dibuat bersama, belum kepada hal yang lebih luas 
jauh ke depan. Melihat kenyataan tersebut sasaran 
program sebagaimana tertuang dalam Pedoman 
Teknis yaitu berkembangnya usaha Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) penerima Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) tidak tercapai. 
 Sebagaimana dikemukakan oleh Kusnadi 
(2013: 19-20): 
 Dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, 
dukungan fasilitas yang bersifat fisik, seperti 
modal usaha, teknologi, dan pelatihan lebih 
dipahami sebagai sarana penunjang untuk 
mencapai tujuan pemberdayaan.Esensi 
pemberdayaan sebenarnya sangat terkait 
erat dengan rekayasa sosial (social 
engineering) dan perubahan kebudayaan 
masyarakat. Dengan memahami kedua 
unsur yang membangun esensi 
pemberdayaan ini, aktivitas pemberdayaan 
diarahkan untuk menyiapkan masyarakat 
memiliki cara pandang, wawasan, metode 
berfikir, dan perilaku budaya yang bersifat 
progresif, peka, dan berorientasi masa 
depan, sehingga mereka mampu 
mendayagunakan seluruh potensi sumber 
daya yang dimiliki dan yang tersedia di 
lingkungannya untuk mencapai 
kesejahteraan sosial dan kemakmuranyang 
merata. Dengan orientasi berpikir dan 
kapasitas diri yang optimal, upaya untuk 
mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu 
kemandirian dan mamanusiawikan manusia 
dapat dicapai secara efektif. 
 
KUB perikanan tangkap merupakan 
bagian dari kelembagaan pelaku utama perikanan 
yaitu perkumpulam dari para nelayan, 
pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan yang 
terikat secara informal atas dasar keserasian dan 
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kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan 
perngaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok 
sebagai pelaku utama kelautan dan perikanan, 
KUB atau Kelompok Usaha Bersama merupakan 
usaha badan non hukum yang berupa kelompok 
yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil 
kesepakatan dari seluruh anggota yang dilandasi 
oleh keinginan bersama untuk berusaha 
meningkatkan pendapatan anggota dalam lingkup 
usaha perikanan tangkap. 
Selanjutnya bahwa adanya inovasi 
program pemberdayaan nelayan tangkap di 
PPN Karangantu melalui beralihnya 
Kelembagaan Penerima Manfaat dari 
Kelompok Nelayan kepada Koperasi 
mendorong tumbuh dan aktif kembali 
beberapa koperasi nelayan di Karangantu. 
Berikut adalah data koperasi berikut 
jenis bantuan yang diberikan melalui 
Koperasi di PPN Karangantu, sebagaimana 



















Data Koperasi di Karangantu 


















Nazarudin Jln. Pelelangan Ikan Teluk 
Banten Karangantu- BTN 
Mina Bhakti Blok A2.30 







Jln Pelelangan Perum 
Mina Bhakti Karangantu 
34 26 
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Antu Tohir Jln Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Karangantu Kel 






H,Sahibe Jln Pelelangan Ikan 
Karangantu Kelurahan 
Banten Kec Kasemen 
14 20 
 Jumlah 125 100 
(Sumber: Dinas Pertanian Kota Serang : 2016) 
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat 
diketahui bahwa memang inovasi perubahan 
kelembagaaan penerima manfaat dari KUB 
kepada Koperasi menjadi solusi alternatif 
perbaikan akuntabilitas penerima program 
pemberdayaan nelayan. 
 
Pentingnya kelembagaan koperasi 
dikemukakan, berikut: 
Kementerian Koperasi baru tahun ini 
mendorong punya koperasi, karena basis-
basis tahun 2016 dan seterusnya ini 
untuk koperasi, tahun sebelumnya KUB 
saja cukup, sekarang sudah dinaikkan 
menjadi koperasi, karena memang KUB 
sendiri tingkatan akhirnya kan untuk 
menjadi koperasi. Pembentukan 
koperasi, kelompok legal formal 
usaha.(Wawancara dengan Kepala Sub 
Direktorat Pendanaan Nelayan, 
Direktorat Kenelayanan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia, Jakarta; Jum’at, 19 Agustus 
2016). 
 
Berdasarkan wawancara dengan 
informan di atas, dapat penulis analisis bahwa 
pemerintah mendorong keberadaan Kelompok-
Kelompok Usaha Bersama (KUB) dilembagakan 
secara formal menjadi Koperasi, termasuk dalam 
program pemberdayaan nelayan tangkap di 
Karangantu. Hal tersebut dimaksudkan agar 
organisasi nelayan memiliki legalitas yang 
diharapkan nantinya dapat mengakses 
pembiayaan Perbankan serta dapat 
direkomendasikan menjadi penerima program-
program pemberdayaan selanjutnya yang 
memang diperuntukkan untuk nelayan melalui 
kelembagaan koperasi yang sudah terdaftar dan 
terdata di Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia.Dengan demikian bantuan-
bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan 
sebagai tata kelola aset, tata kelola pendapatan 




Dalam hal proses pelaksanaan kebijakan, bahwa 
predikat miskin yang disandang nelayan dilihat 
dari berbagai perspektif karena itu akan 
menentukan mengapa banyak pihak, terutama 
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dalam hal ini pemerintah cenderung melekatkan 
kategori miskin tersebut pada mata pencaharian 
nelayan. Capaian program baru berupa diterimanya 
bantuan uang tunai ke penerima program, belum 
kepada hal yang lebih luas jauh ke depan. Kemudian 
beralihnya penerima manfaat program dari 
kelompok nelayan kepada kelembagaan Koperasi 
merupakan inovasiinstitutional building 
(pembangunan lembaga) bagi Program 
Pemberdayaan nelayan tangkap di Pelabuhan 




Berhubungan dengan faktor kriteria program, 
penekanan bahwa sosialisasi evaluasi  Program 
Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota 
Serang, khususnya terkait perubahan 
kelembagaan pada penerima manfaat program 
memegang peranan yang sangat penting, 
terutama bagi stakeholders terkait. Hal tersebut 
dapat memberikan pemahaman yang utuh 
terhadap substansi, proses, capaian makna dan 
tujuan program tersebut.Oleh karena itu untuk 
mengurangi distorsi informasi yang diterima 
masyarakat, maka pelaksanaan sosialisasi 
seyogyanya dilakukan pada tingkat Rukun 
Tetangga (RT) dengan peserta masyarakat pada 
lapis terbawah dan dilakukan oleh orang yang 
benar-benar memahami substansi program agar 
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